SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
pengelolaan naskah dinas berbasis teknologi informasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang,
diperlukan suatu landasan hukum untuk memberikan
pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tata naskah
dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah telah
ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah
Dinas  Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Pandeglang;

bahwa dengan adanya penambahan aplikasi pendukung
tata naskah dinas elektronik, dipandang perlu
melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7053);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik
dilingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 28
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TATA
NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pandeglang adalah:

a. Sistem Informasi Kearsipan Dinas Terintegrasi atau disebut SRIKANDI
yang merupakan aplikasi umum dikelola oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia.

b. BeSign yang merupakan aplikasi dikelola oleh Balai Besar Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur
kerja dan persyaratan dalam penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik.

(3) Spesifikasi sistem dalam penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik
meliputi:
a. spesifikasi yang bersifat fungsional; dan
b. spesifikasi yang bersifat non fungsional.

(4) Desain sistem dan spesifikasi sistem Tata Naskah Dinas Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 6 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

ASEP RAHMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan alinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
EN PANDEGLANG




